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Abstrak
Pembangunan Daerah adalah bagian dari
upaya pembangunan nasional yang
memiliki dimana tujuannya adalah untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan
daerah dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat dan
juga meningkatkan kemampuan daerah
dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi
secara efisien dan efektif demi kemajuan
daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari
bagaimana cara menilai efektifitas
penyaluran Alokasi Dana Desa dari
pemerintah Kabupaten Bojonegoro
kepada pemerintah Desa yang meliputi
perencanaan, pencairan dana, hingga
pemanfaatan Alokasi Dana Desa di
wilayah desa terkait, dan bagaimana cara
menilai tingkat pertumbuhan
pembangunan ekonomi antar desa dan
disparitas (kesenjangan) pembangunan
ekonomi antar wilayah di tingkat Desa
dengan proksi pada tingkat Kecamatan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang berasal dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Bojonegoro, Data Alokasi Dana Desa dari
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten
Bojonegoro, serta Data Monografi Desa,
ada empat desa dari berbagai kecamatan
di wilayah Bojonegoro. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penyaluran
Alokasi Dana Desa di empat desa
tersebut belum mencapai efektifitas yang
optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari
masih adanya kesenjangan (disparitas)

pembangunan ekonomi antar wilayah
kecamatan dan cenderung memiliki nilai
Indeks Williamson dari tahun 2014
hingga tahun 2018 mendekati nilai 1
(satu). Melalui analisa Klassn Typology
dapat diketahui bahwa hasil dari
pembangunan ekonomi selama tahun
2014 hingga tahun 2018, dari 28
kecamatan di Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur hanya beberapa daerah yang
termasuk dalam kategori daerah cepat
maju dan cepat tumbuh.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa,
Pemberdayaan. Pembangunan

EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
ALLOCATION DISTRIBUTION IN FOUR
VILLAGES IN BOJONEGORO DISTRICT

Abstract
Regional Development is part of the
national development effort which has the
purpose of which is to increase the
capacity of regional government in
providing optimal services to the
community and also to increase the ability
of the region to manage economic
resources efficiently and effectively for the
advancement of the region and the
welfare of the community. This study aims
to find out how to assess the effectiveness
of the distribution of Village Fund
Allocation from the Bojonegoro Regency
government to the village government
which includes planning, disbursement of
funds, to the utilization of Village Fund
Allocation in related village areas, and
how to assess the level of economic
development growth between villages and
disparities ( gap) economic development
between regions at the village level with
proxies at the district level. The data used
in this study are secondary data from the
Central Statistics Agency (BPS) of
Bojonegoro Regency, Village Fund
Allocation Data from the Community
Empowerment and Village Development
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Agency (BPMPD) of Bojonegoro Regency,
and Village Monographs Data, there are
four villages from various sub-districts in
Bojonegoro region. The results of this
study indicate that the distribution of
Village Fund Allocation in the four villages
has not yet reached optimal effectiveness.
This can be seen from the still disparity
(disparity) of economic development
between sub-districts and tends to have a
value of the Williamson Index from 2014
to 2018 close to 1 (one). Through the
Klassn Typology analysis, it can be seen
that the results of economic development
during 2014 to 2018, from 28 sub-
districts in Bojonegoro Regency, East
Java, only a few regions were included in
the fast-growing and fast-growing
regions.
Keywords: Village Fund Allocation,
Empowerment. Development

A. PENDAHULUAN
Sebelum pelaksanaan otonomi

daerah, sistem kebijakan fiskal
menyangkut transfer Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah,
yaitu berbentuk Sumbangan Daerah
Otonom (SDO) dan INPRES.
Sedangkan saat ini menurut UU
Nomor 25 tahun 1999, penerimaan
daerah terdiri dari a) Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang umumnya
bersumber dari pajak daerah,
retribusi dan laba BUMD; b) Dana
Perimbangan yang terdiri atas Dana
BPHTB, Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK); c)
Pinjaman Daerah.

Tujuan umum dari kebijakan
otonomi daerah/desentralisasi ini
adalah memberi peluang dan

kesempatan bagi terwujudnya
pemerintah yang baik dan bersih
(clean and good governance) di
daerah, yang berarti pelaksanaan
tugas pemerintah daerah harus
didasarkan atas prinsip efektif,
efisien, terbuka, dan akuntabel.

Pemilihan lokasi penelitian di
Bojonegoro berdasarkan beberapa
hal, diantaranya adalah bahwa
bentuk Desa di Bojonegoro masih
terjaga hingga kini, walaupun jaman
bergerak menjadi lebih modern.
Kedua, Kabupaten Bojonegoro
Propinsi Jawa Timur merupakan
salah satu kabupaten yang memiliki
tingkat pertumbuhan yang rendah
dan juga ada beberapa desa yang
masih termasuk ke dalam desa
tertinggal di Indonesia.

Berlandaskan masalah di atas,
agar pelaksanaan tugas yang
diserahkan kepada desa dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien,
terbuka, dan akuntabel, guna
mencapai tujuan pemberdayaan
pemerintah dan masyarakat desa,
maka perlu dilakukan suatu upaya
yang sistematis dalam menentukan
urusan dan kewenangan yang
diserahkan, berdasarkan
prinsipprinsip pengaturan tentang
desa dan mempertimbangkan faktor-
faktor lainnya.

B. TEORI (Literature Review)
1. Kebijakan Otonomi Daerah

(Desentralisasi)
Kebijakan otonomi daerah

merupakan kebijakan yang
menggeser dominasi
penyelenggaraan kepemerintahan
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dari pusat ke daerah. Pergeseran ini
memberikan peluangdan sekaligus
tantangan bagi daerah untuk
meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kepemerintahaanya
serta meningkatkan akselerasi
pembangunan didaerahnya. Tujuan
umum dari kebijakan otonomi
daerah/desentralisasi sebagaimana
tersirat dalam Undang-Undang No.32
Tahun 2004 adalah a) memberi
peluang dan kesempatan bagi
terwujudnya pemerintah yang baik
dan bersih (clean and good
governance) di daerah dalam
pelayanan publik, yang berarti tugas
pemerintah daerah harus didasarkan
atas prinsip efektif, efisien, terbuka,
dan akuntabel; b) meningkatkan
kesejahteraan rakyat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan
aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat; c) menjamin keserasian
hubungan antara daerah satu dengan
daerah lainnya, artinya mampu
membangun kerjasama antar daerah
dengan daerah lainnya untuk
meningkatkan kesejahteraan
bersama dan mencegah ketimpangan
antar daerah; d) menjamin hubungan
yang serasi antara daerah dengan
pemerintah, artinya harus
mampu memelihara dan menjaga
keutuhan wilayah Negara dan tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka mewujudkan
tujuan Negara; e) meningkatkan daya
saing daerah untuk mendukung
ekonomi nasional

2. Efektivitas Pengalokasian Dana
Desa
Menurut Nick Devas (1989)

prinsip-prinsip dasar pengelolaan
keuangan daerah yang mengalami
perubahan paradigma seiring dengan
pencanangan konsep “good
governance” dalam penyelenggaraan
pemerintahan, adalah a)
Transparansi dimana adanya
keterbukaan pemerintah (birokrasi)
di dalam proses pembuatan kebijakan
tentang keuangan daerah, sehingga
publik dan DPRD dapat mengetahui,
mengkaji, dan memberikan masukan
serta mengawasi pelaksanaan
kebijakan publik yang berkaitan
dengan keuangan daerah atau APBD;
b) efisien dimana pengelolaan
keuangan daerah harus didasarkan
suatu pemikiran bahwa setiap
pengeluaran anggaran daerah harus
diupayakan seefisien mungkin, guna
menghasilkan output yang memadai.
Penghematan anggaran sangat
diperlukan dalam rangka mencapai
efisiensi. Dengan anggaran yang ada
Pemda harus mencapai target
minimal. Dengan kata lain, standar
pelayanan minimal merupakan target
yang harus dicapai sesuai proporsi
biaya yang ditetapkan; c) efektif
dimana dalam proses pelaksanaan
kebijakan keuangan daerah (APBD),
pengelolaan anggaran haruslah tepat
sasaran. Selama ini Pemda sering
tidak mempedulikan apakah sasaran
yang hendak dicapai dari anggaran
belanja tepat atau tidak, yang penting
realisasi anggaran sesuai rencana dan
habis terpakai. Pemikiran seperti ini
bertentangan dengan pendekatan
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anggaran kinerja yang berorientasi
hasil atau output; d) akuntabilitas
dimana dalam pengelolaan keuangan
daerah dituntut adanya
pertanggungjawaban kepada public
yang dapat dilakukan secara
institusional kepada DPRD. DPRD
yang akan menilai apakah kinerja
pemda dalam mengelola keuangan
daerah atau APBD baik atau buruk
dengan menggunakan kriteria atau
tolok ukur sesuai apa yang
direncanakan semula; e) partisipatif
dimana peran serta publik secara
langsung maupun tidak langsung
dalam pengelolaan keuangan daerah
harus dijamin. Kebijakan
pembangunan dalam anggaran
daerah (APBD) juga harus
mengakomodasikan aspirasi publik
dan mengikutsertakan masyarakat
secara langsung
3. Penentuan Sektor Basis Dalam

Ekonomi Regional Dengan
Analisa ”Location Quotient”
Mengukur suatu sektor apakah

menjadi basis atau tidak,
dipergunakan Location Quotient
Analysis, yaitu suatu perbandingan
relatif kemampuan suatu sektor
dalam wilayahyang ingin di analisa.
Analisa LQ akan menunjukkan tingkat
keunggulan relatif kegiatan lapangan
usaha di suatu wilayah dan
digunakan juga untuk mengetahui
kemampuan daerah dalam kegiatan
sektor tertentu. Location Quotient
Analysis mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihannya LQ
memiliki konsep yang sederhana dan
mudah diterapkan, sedangkan
kekurangannya adalah penambahan

unit lokasi harus disesuaikan dengan
penentuan kegiatan basis dan non
basis, model ini kurang bisa
diandalkan jika wilayah lebih luas
(Richardson, 1997).

Dalam teori basis ekonomi
(economic base) dikemukakan bahwa
sebuah wilayah merupakan sebuah
sistem sosio-ekonomi yang terpadu.
Teori inilah yang mendasari 22
pemikiran teknik Location Quotient
(LQ), yaitu teknik yang membantu
dalam menentukan kapasitas ekspor
perekonomian daerah dan derajat
keswasembadaan (Self-sufficiency)
suatu sektor. Ada dua kerangka
konseptual pembangunan daerah
yang dipergunakan secara luas yakni
konsep basis ekonomi, teori basis
ekonomi beranggapan bahwa
permintaan terhadap input hanya
akan meningkat melalui perluasan
permintaan terhadap output yang
diproduksi oleh sektor basis (ekspor)
dan sektor non basis (lokal) (Azis,
1994). Konsep kedua beranggapan
bahwa perbedaan tingkat imbalan
(rate of return) diakibatkan oleh
perbedaan dalam lingkungan atau
prasarana, dari pada diakibatkan
adanya ketidakseimbangan rasio
modaltenaga. Dalam konsep ini,
daerah terbelakang bukan karena
tidak beruntung atau kegagalan pasar,
tetapi karena produktivitasnya
rendah. Namun tak banyak studi
empirik yang mempergunakan
konsep kedua ini, disebabkan
kelangkaan data. Data yang lazim
dipergunakan dalam studi empirik
adalah metode Location Quotient (LQ).
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C. METODE
Subyek dari penelitian ini

adalah Efektifitas penyaluran alokasi
dana desa yang berlokasi di Wilayah
Bojonegoro dengan berfokus empat
desa di kecamatan Sumberrejo
kabupaten Bojonegoro dengan
rentang waktu penelitian sesuai pada
periode yang disesuaikan pada tahun
anggaran 2019.

Perhitungan Alokasi Dana Desa
berdasarkan rumus penentuan
besarnya ADD yang telah ditetapkan
oleh Surat Menteri Dalam Negeri No.
140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005
secara lengkap dilampirkan pada
lampiran 7. Berikut adalah rumus
yang digunakan dalam penentuan
besarnya ADD setiap Desa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Penyaluran Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten
Bojonegoro
Ada beberapa proses

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
di Kabupaten Bojonegoro antara lain
adalah sebagai berikut a) proses
penentuan alokasi dana desa per desa
dimana program pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) di Kabupaten
Bojonegoro dilandasi dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
dan juga Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88). Untuk menentukan
bagian ADD yang diterima merata
(ADDM), dihitung sebesar 60% dari
nilai Bagian Dana Perimbangan.
Sedangkan bagian ADD yang diterima
proporsional (ADDP), dihitung
sebesar 40% dari nilai Bagian Dana
Perimbangan. Penentuan ADDM dan
ADDP menggunakan data jumlah
desa se Kabupaten Bojonegoro yang
jumlahnya 419 Desa, dan jumlah
Dusun (Banjar Dinas) se-Kabupaten
Bojonegoro sebanyak 1.299 Banjar
Dinas; b) proses penyaluran alokasi
dana desa dimana proses yang akan
dilakukan sehubungan dengan
penyaluran ADD dimulai dengan
diadakannya forum Musyawah
Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) sebagai wadah
berhimpunnya semua elemen yang
ada di masyarakat, dalam
menentukan Rencana Pengalokasian
Dana ADD pada tahun tersebut.
Musyawarah Desa ini dihadiri oleh
perwakilan Kecamatan, Perangkat
Desa, baik Desa Dinas maupun Desa
Adat. Selain memutuskan program
yang akan dilakukan, juga
menentukan Petugas Penanggung
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
dan Petugas Penanggung Jawab
Administrasi Kegiatan (PJAK), serta
Panitia Pelaksana Pengelolaan
Alokasi Dana Desa/Kelurahan
(ADD/K). Hasil dari pertemuan ini
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akan disampaikan kepada Kecamatan
untuk dipergunakan sebagai
pembanding laporan hasil kerja yang
dilakukan setelah dana ADD diterima
dan dipergunakan. Proses “Bottom
Up” dalam penentuan penggunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari
Pemerintah Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan yang menyusun
Program Perencanaan dan Anggaran
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dalam tahun anggaran berjalan,
melalui proses perencanaan
partisipatif pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Proses “Top
Down” yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Badan
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa (BPMPD), yaitu
badan di bawah Pemerintah Daerah
Tingkat II Kabupaten Bojonegoro
yang bertugas untuk melakukan

perhitungan pembagian Alokasi Dana
Desa (ADD) sesuai dengan formulasi
yang diberikan dalam Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri
No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret
2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana
Desa dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Desa” sebagai acuan bagi daerah
berdasarkan asas merata dan adil.
Asas merata adalah besarnya bagian
ADD yang sama untuk setiap desa,
atau Alokasi Dana Desa Minimal
(ADDM), sedangkan asas adil untuk
setiap desa berdasarkan nilai bobot
desa yang dihitung dengan rumus
dan variable tertentu (misalnya
Variabel Kemiskinan,
Keterjangkauan, Pendidikan,
Kesehatan, dll) atau disebut sebagai
Alokasi Dana Desa Proporsional
(ADDP).;

Tabel 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Empat Desa, Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur, Tahun 2016 - 2018

Sumber: Olah Data BPS
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c) proses penggunaan Alokasi Dana
Desa dimana penggunaan dana
Alokasi Dana Desa (ADD) akan
dialokasikan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat sebesar
70%, sedangkan yang dipergunakan
untuk operasional pemerintahan
desa adalah 30%. Untuk pembiayaan
Badan Perwakilan Desa (BPD) dana
yang dialokasikan nilainya sebesar
22% dari nilai dana operasional
pemerintahan desa. Untuk menilai
apakah pengalokasian Alokasi Dana
Desa (ADD) berhasil atau tidak,
digunakan beberapa indikator, yaitu
berkurangnya jumlah penduduk
miskin dan meningkatnya aktivitas
mereka dalam kegiatan ekonomi,
berkurangnya pengangguran karena
tumbuhnya lapangan kerja di
pedesaan, meningkatnya pelayanan
masyarakat dan berfungsinya
lembaga kemasyarakatan sebagai
mitra kerja pemerintahan desa,
terbentuknya Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa) dan meningkatnya
Pendapatan Asli Desa (PAD), angka
kesakitan/kematian DBD/malaria/GE
dan berfungsinya posyandu dan
Polindes/Poskesdes di semua desa,
tingkat kematian ibu, tingkat
kematian bayi/anak, angka gizi buruk,
terbentuknya lembaga pendidikan di
luar sekolah dan meningkatnya
prestasi siswa, meningkatnya

peran serta masyarakat
dalam system keamanan lingkungan,
terciptanya pemerataan
pembangunan dan berkembangnya
lingkungan terpencil, terbangun dan
terpeliharanya infrastruktur dan
sarana/prasarana umum di pedesaan,

semaraknya peranan perempuan
dalam pembangunan melalui aktifitas
kegiatan ekonomi produktif,
meningkatnya swadaya gotong-
royong dan terlaksananya bulan
bhakti gotong royong masyarakat,
berkembangnya teknologi tepat guna
di pedesaaan dan meningkatnya
upaya pelestarian lingkungan hidup.
Pembagian penggunaan dana ADD di
desa Margoagung tahun 2016–2018
dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek
pertama tentang pembiayaan yang
dapat menggerakkan ekonomi desa,
tahun pertama sebesar 68%, tahun
kedua sebesar 59%, dan tahun ke tiga
sebesar 55% dari dana ADD yang
sudah dianggarkan sebesar 70%
untuk dana pembangunan desa, serta
aspek kedua tentang pembiayaan
operasional yang kurang
menggerakkan ekonomi desa, pada
tahun pertama sebesar 32%, tahun
kedua sebesar 41%, dan pada tahun
ke 3 sebesar 45% yang diperoleh dari
dana pembangunan desa.; d) Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten
Bojonegoro dan Permasalahannya
dimana sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ
Tanggal 22 Maret 2007 perihal
“Pedoman Alokasi Dana Desa dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Pemerintah Desa”. Dengan adanya
aliran ADD pembangunan untuk
membangkitkan ekonomi desa dan
sumber daya manusia dapat berjalan.
Pemanfaatan ADD sudah diatur
dalam Peraturan Bupati masing-
masing Kabupaten, dimana 70% dari
total ADD yang diterima oleh daerah
harus dimanfaatkan untuk
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pemberdayaan masyarakat desa,
sementara 30% dari ADD untuk
operasional Badan Perwakilan Desa
(BPD), serta di kantor desa dan
perangkat desa termasuk sekretariat
Kelian Banjar Dinas. Dari jumlah dana
30% untuk operasional, 25%
bagiannya untuk operasional BPD
dan 75% bagiannya untuk
operasional di perbekelan dan banjar
dinas. Sehingga pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat harus
sinergis dengan penanggulangan
kemiskinan.
2. Penentuan Sektor Basis

Kabupaten Bojonegoro
Dari perhitungan terhadap

Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan
2000 menurut lapangan usaha tahun
2014-2018 dari 28 kecamatan yang
ada di Kabupaten Bojonegoro.
Dengan menggunakan rumus di LQ
(Location Quotient), diperoleh hasil
indeks LQ sebagaimana yang
tercantum pada Analisis LQ
menunjukkan bahwa Kabupaten
Bojonegoro memiliki satu nilai LQ
yang menjadi unggulan dari beberapa
sektor lapangan usaha. Selain itu
terdapat sektor-sektor yang bukan
merupakan unggulan. Adapun sektor-
sektor lapangan usaha yang dimiliki
oleh Kabupaten Bojonegoro dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Olah Data PDRB Kabupaten Bojonegoro dari BPS Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur Tahun 2014-2018
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Dari tabel 2 tentang hasil
perhitungan analisis Location
Quotient di Kabupaten Bojonegoro
dapat dilihat bahwa sektor lapangan
usaha yang paling unggul adalah
sektor pertambangan dan penggalian
tetapi dalam setiap kecamatan yang
ada di Kabupaten bojonegoro
memiliki sektor usaha yang menjadi
unggulan, maka kebijakan
pembangunan dan pengembangan
sektoral perekonomian di daerah
hendaknya lebih memprioritaskan
sektor unggulan yang dimiliki oleh
masing-masing kecamatan. Meskipun
demikian, sektor lainnya tetap
mendapat perhatian secara
proporsional sesuai dengan potensi
dan peluang pengembangannya.
Pengembangan sektor unggulan
hendaknya diarahkan pada upaya
untuk menciptakan keterkaitan antar
daerah-daetah yang ada di Kabupaten
Bojonegoro. Salah satu upaya yang
dapat ditempuh adalah melalui
penciptaan spesialisasi yang
memungkinkan bergeraknya
perekonomian secara bersama-sama
melalui proses pertukaran
komoditas. Selain itu, masih
dibutuhkan analisis lanjut untuk
mengukur tingkat spesialisasi antar
kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
3. Kesenjangan (Disparitas)

Pembangunan Ekonomi Antar
Wilayah
Perbandingkan tingkat

pertumbuhan wilayah pada
kabupaten Bojonegoro adalah antar
wilayah Desa, karena yang akan
diamati adalah tingkat disparitas
pembangunan antar desa padatahun

sebelum ada program Alokasi Dana
Desa, pada saat telah diterapkannya
program Alokasi Dana Desa.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) di Kabupaten Bojonegoro Atas
Dasar Harga Konstan 2000, Tanpa Migas

2014-2018

PDRB Di Bojonegoro

Tahun PDRB

2014 Rp 26,155,075.67

2015 Rp 28,768,896.63

2016 Rp 31,654,949.27

2017 Rp 34,324,655.23

2018 Rp 37,154,007.12

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 2019

Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) di Kabupaten
Bojonegoro diatas dapat diketahui
bahawa dengan mengukur adanya
ketimpangan atau disparitas antar
desa diharapkan dapat diketahui
bahwa jika perlakuan yang diberikan
oleh pemerintah daerah Kabupaten
Bojonegoro dalam hal pemberian
Alokasi Dana Desa kepada keempat
Desa, yaitu Desa jatigede, Desa
karangdowo, Desa Margoagung dan
Desa Mejuet sama, maka seharusnya
tingkat disparitas pembagunan Desa
relatif kecil. Akan tetapi karena data
PDRB yang dibutuhkan tidak ada di
BPS, maka sulit untuk mendapatkan
PDRB setingkat Desa. Yang paling
rendah hanya sampai tingkat
Kabupaten.
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Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kabupaten
Bojonegoro 2014-2018

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 2019

Dengan menggunakan formulasi
Indeks Williamson, data dari Tabel 3
dan Tabel 4 dapat dimasukkan ke
dalam formula tersebut. Hasil dari
perhitungan tersebut merupakan
Indeks Williamson Kabupaten
Bojonegoro dari 2014-2018, yang
dirangkum dalam Tabel 4.8.

Tabel 5. IndeksWilliamson Kabupaten
Karangasem Tahun 2014–2018

Tahun Indeks

2014 0,91

2015 0,69

2016 0,66

2017 0,59

2018 0,61

Rata-Rata (Iw) 0,69

Sumber: Olah data PDRB dari BPS
Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
2014-2018

pertumbuhan ekonomi, tampak
adanya keseimbangan antar daerah
dan disparitas berkurang secara
signifikan.

Indeks Williamson dapat
digunakan untuk melihat
ketimpangan atau disparitas antar
wilayah yang dihitung. Jika nilai Iw
mendekati angka 1 berarti terjadi
disparitas yang tinggi (sangat
timpang) pada wilayah tersebut,
sedangkan jika nilai Iw mendekati 0
berarti pembangunan yang terjadi
pada wilayah tersebut sangat merata
(tidak timpang).

Tabel 6. Grafik Indeks Williamson
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-

2018

Sumber: Olah data BPS

Dari hasil perhitungan nilai
Indeks Williamson yang dintunjukkan
pada gambar 4.2 tentang Grafik
Indeks Williamson Kabupaten

Indeks Williamson meneliti
hubungan antara disparitas regional
dengan tingkat pembangunan
ekonomi. Ditemukan bahwa selama
tahap awal pembangunan, disparitas
regional menjadi lebih besar dan
pembangunan terkonsentrasi di
daerah-daerah tertentu. Pada tahap
yang lebih “matang”, dilihat dari

Bojonegoro Tahun 2014-2018 diatas
dipat diketahui bahwa gambar
tersebut menunjukkan selama lima
tahun nilai indeks-nya mengalami
penurunan yaitu pada tahun pertama
nilai indeks-nya 0,91, tahun kedua
0,69 tahun ketiga 0,66, tahun
keempat 0,59, dan pada tahun kelima
nilai indeks-nya mengalami kenaikan

Data Penduduk di kab. Bojonegoro

Tahun Jumlah Penduduk

2014 2858626

2015 280916

2016 2902378

2017 2905086

2018 2499156
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yaitu 0,61. Nilai yang diperoleh dari
perhitungan mendekati nilai 1
sehingga dapat dikatakan terjadi
ketimpangan (disparitas)
pembangunan antar kecamatan
dalam Kabupaten Bojonegoro tetapi
cenderung menurun angka indeks-
nya dari tahun ke tahun.

Disparitas pendapatan antar
daerah merupakan topik yang perlu
analisa ulang, karena disparitas
merupakan suatu hal yang dapat
menghambat pembangunan daerah
khususnya dan pembangunan
nasional pada umumnya. Dari Indeks
Williamson dapat dilihat bahwa
terjadi proses disparitas atau
kesenjangan yang terjadi disetiap
tahunnya, sesuai dengan teori kurva
ketimpangan pembangunan antar
wilayah yang berbentuk “U” terbalik
(reserve U-shaped curve). Pada
permulaan proses pembangunan
suatu wilayah, dalam hal ini
ketimpangan pembangunan antar
wilayah di Kabupaten Bojonegoro
cenderung meningkat. Proses ini
akan terjadi sampai ketimpangan
tersebut mencapai titik puncak.
Setelah itu, apabila proses
pembangunan terus berlanjut, maka
secara perlahan ketimpangan
pembangunan antar wilayah tersebut
akan menurun. Perhitungan dari
tahun 2014 hingga 2018 diperoleh
angka-angka sebagai berikut :
Iw2014 = 0.91, Iw2015 = 0,69,
Iw2006 = 0,66, Iw2017 = 0.59,
Iw2018 = 0.61.

Faktor-faktor utama yang
menjadi penyebab atau pemicu
terjadinya ketimpangan

pembangunan antar Desa yang ada di
kecamatan Sumberejo Kabupaten
Bojonegoro, diantaranya dikarenakan
a) adanya perbedaan kondisi
demografis yang cukup besar antar
daerah, yang meliputi perbedaan
tingkat pertumbuhan dan struktur
kependudukan, perbedaan tingkat
pendidikan dan kesehatan,
perbedaan kondisi ketenagakerjaan
dan perbedaan dalam tingkah laku
dan kebiasaan, serta etos kerja yang
dimiliki masyarakat daerah
bersangkutan. Perbedaan kondisi
demografis tersebut dapat
mempengaruhi produktivitas kerja
masyarakat pada daerah
bersangkutan; b) adanya perbedaan
yang sangat besar dalam kandungan
sumberdaya alam pada masing-
masing desa. Perbedaan kandungan
sumberdaya alam dan tingkat
kesuburan lahan akan mempengaruhi
upaya-upaya untuk mendorong
pembangunan pertanian pada
masing-masing daerah, diantara
empat desa yang diteliti; c)
pembangunan daerah melalui
peningkatan penyediaan lapangan
kerja dan tingkat pendapatan
masyarakat. Demikian pula
sebaliknya bilamana, konsentrasi
kegiatan ekonomi pada suatu daerah
relatif rendah yang selanjutnya juga
mendorong terjadi pengangguran dan
rendahnya tingkat pendapatan
masyarakat setempat; d)
terkonsentrasinya kegiatan ekonomi
yang cukup tinggi pada wilayah
tertentu jelas akan mempengaruhi
ketimpangan pembangunan antar
wilayah. Pertumbuhan ekonomi
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daerah akan cenderung lebih cepat
pada daerah dimana terdapat
konsentrasi kegiatan ekonomi yang
cukup besar. Kondisi tersebut
selanjutnya akan mendorong proses
Investasi merupakan salah satu yang
sangat menentukan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Jika sistem
pemerintahan yang dianut adalah
otonomi atau federal, maka dana
pemerintah akan lebih banyak
dialokasikan ke daerah sehingga
ketimpangan pembangunan antar
wilayah akan cenderung lebih
rendah. Investasi swasta perlu ditarik,
tetapi swasta baru akan mau
menginvestasikan dananya jika iklim
usaha di daerah tersebut kondusif; e)
adanya keseriusan upaya pemerintah
pusat maupun daerah dalam rangka
penanggulangan ketimpangan
pembangunan antar daerah dalam
suatu negara atau wilayah.
Pemerintah perlu fokus di satu hal
kekuatan dari masing masing Desa,
agar dapat terjadi penguasaan bidang
tersebut dengan dukungan dari
pemerintah pusat atau daerah; f)
pelaksanaan otonomi desa dan
desentralisasi pembangunan desa
juga dapat digunakan untuk
mengurangi tingkat ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Karena
dengan adanya otonomi desa dan
desentralisasi pembangunan, maka
aktifitas pembangunan daerah,
termasuk daerah terbelakang akan
dapat lebih digerakkan karena ada
wewenang yang berada pada
pemerintah daerah dan masyarakat
setempat. Pemanfaatan ADD dalam
hal ini sangat membantu

mempercepat turunnya disparitas
tersebut, tentunya dengan
pemanfaatan dana yang tepat sasaran.

Dengan melakukan
pembenahan terhadap keenam faktor
yang ada, diharapkan disparitas
pembangunan antar wilayah dapat
dikurangi sehingga menjadi merata
pembangunannya.
4. Analisis Klassen Typology

Kecamatan Di Kabupaten
Bojonegoro Jawa Timur
Pada analisa tipologi klassen,

data yang dibutuhkan adalah data
BPS tentang laju pertumbuhan PDRB
untuk tiap kecamatan dalam
Kabupaten Bojonegoro – Provinsi
jawa Timur dalam kurun waktu tahun
2014-2018. Lebih lanjut, untuk
menilai laju pertumbuhan terhadap
masing-masing kecamatan dapat
digolongkan menjadi 4 kuadran yaitu
kuadran 1 jika cepat maju dan cepat
tumbuh, kuadran 2 jika berkembang
cepat, kuadran 3 jika maju tetapi
tertekan, serta kuadran 4 jika relative
tertinggal. Hasil dari
pengelompokkan data-data tersebut
kemudian dimasukkan ke dalam
kuadran yang menunjukkan apakah
ke 28 Kecamatan yang berada di
Kabupaten Bojonegoro masuk ke
dalam kuadran 1 cepat maju dan
cepat tumbuh, atau kuadran 2
berkembang cepat, atau kuadran 3
maju tetapi tertekan, atau kuadran 4
relative tertinggal.

Dari analisa tipologi klasson
menunjukkan bahwa adanya
perbedaan PDRB dan laju
pertumbuhan diantara empat desa
yang diteliti. Berdasarkan uraian
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tersebut, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa program Alokasi
Dana Desa yang sudah dilaksanakan
selama tiga tahun yaitu dari tahun
2017 hingga tahun 2019 belum
memberikan dampak positif, yang
tergambar dalam besarnya Indeks
Williamson yang masih tinggi
walaupun mengalami penurunan dari
tahun ke tahun tetapi besarnya
indeks tetap mendekati angka 1 yang
berarti cenderung mengalami
kesenjangan antar wilayah
Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

E. SIMPULAN DAN SARAN
Dari analisa yang telah

dilakukan pada empat desa di
Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur Anatara lain
adalah a) penyaluran Alokasi Dana
Desa di empat desa tersebut belum
mencapai efektifitas yang optimal.
Hal tersebut dapat dilihat dari masih
adanya kesenjangan (disparitas)
pembangunan ekonomi antar wilayah
kecamatan dan cenderung memiliki
nilai Indeks Williamson dari tahun
2014 hingga tahun 2018 mendekati
nilai 1 (satu); b) melalui analisa
Klassn Typology dapat diketahui
bahwa hasil dari pembangunan
ekonomi selama tahun 2014 hingga
tahun 2018, dari 28 kecamatan di
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
hanya beberapa daerah yang
termasuk dalam kategori daerah
cepat maju dan cepat tumbuh. Alokasi
Dana Desa yang diharapkan sebagai
penggerak ekonomi Desa yang
mendukung ekonomi Kecamatan
masih belum dapat mengangkat ke 28

kecamatan tersebut menuju daerah
cepat maju dan cepat tumbuh.
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